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Reklame Ilegal di Kota Jogja Tersisa 73 Titik

Sambungan dari Hal 1

Kepala BPKAD Kota Jogja
Raden Roro Andarini me-
ngatakan, berdasarkan ca-
tatannya pada tahunini ada
259 reklame ilegal atau
belum memiliki izin resmi.
Dari jumlah itu 143 di an-
taranya sudah berproses
untuk mengurus izin. Kemu-
dian 116 reklame belum ada
tindak lanjut dari penyeleng-
gara untuk mengurus izin.

Dari jumlah 116 reklame
yang belum mengurus izin,
ada 43 reklame yang sudah
ditertibkan dengan pem-
bongkaran. Sehingga ting-
gal menyisakan 73 titik yang
masih berdiri. Penertiban
reklame ilegal itu ditarget-
kan selesai pada tahun ini.

“Progresnya masih jalan,.

mudah-mudahan kami bi-

sa memenuhi ekspektasi .

Pak Wali sampai dengan
akhir tahun,” ujar Andari
saat ditemui di kantornya,
Senin (27/7).

Mantan kabag Perekono-
mian dan Kerjasama Setda
Kota Jogja itu mengung-
kapkan, khusus untuk re-
klame permanen atau
memiliki struktur wajib
mengantongi izin Pendi-
rian Bangunan Gedung
(PBG) serta izin penyeleng-
garaan reklame. Jika dua
hal itu tidak dipenuhi ma-
ka dikategorikan ilegal.

Meski begitu, Andarini
menegaskan dalam proses
penertiban reklame ilegal
pihaknya tidak bisa bertin-
dak sembarangan. Setiap
titik reklame harus melalui
proses pemetaan data (pro-
filing) secararinci satu per

satu.

Misalnya harus ada pen-
dalaman terkait status pe-
rizinan reklame, kemudian
kewajiban membayar pajak,
hingga kejelasan status sewa
lahan jika berdiri di atas
tanah milik pemerintah.
Sebab tidak sedikit reklame
yang belum memiliki izin
namun taat dalam hal pem-
bayaran pajak.

Menurut Andarini, seca-
ra prinsip reklame yang
berizin maupun tidak be-
rizin asal itu berdiri seca-
ra fisik memiliki kewajiban
membayar pajak. "Jangan
sampai petugas Satpol PP
ngerukup (menutup rekla-
me), tapi ada komplain
sudah bayar pajak. Jadi
kami harus satu-satu di
profiling,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota

+ Jogja Hasto Wardoyo meng-

ungkapkan, penertiban
reklame ilegal diharapkan
bisa selesai pada akhir tahun
ini. Supaya di tahun 2027
mendatang tidak ada lagi
reklame yang belum meng-
antongi izin resmi.

Hasto menegaskan, pe-
nertiban reklame ilegal
perlu dilakukan agar pe-
nyelenggaraan reklame di
Kota Jogja berjalan sesuai
dengan aturan yang bérlaku.
Ini agar dapat memaksi-
malkan potensi pendapa-
tan daerah.

"Kalau orientasinya (re-
klame) komersial; tentu
harus tidak ada yang tanpa
izin. Apalagi terus tidak ba-
yar, itu kan jelas fraud (pe-
nyimpangan),” kata mantan
bupati Kulon Progo dua
periode itu. (inu/laz/zl)
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